
BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAh{BI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR I TAHUN 2O1 5

TENTANG

PER.IALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAKTETAP
PEMERINTAH KABUPATEN SAROTANGUN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROI.,ANGUN,

bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara
lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai perjalanan dinas bagt Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupa"ten Sarolangun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perjalanan Dinas bagr Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOO tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun t999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tan$ung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

= '<d'+a'e

2 IInr{ancpllndetts Nnrnor ,? Tahrrn Cnl 4 fpnfano



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 ?ahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Perahrran Menteri Dalam
Negeri Nomor f 3 Tahlm 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.O5/?OLO
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagr Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
telah beberapa kali diubah teraktrir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2OL4 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 97/PMK.OS/2O1O tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5|2OL2
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bag Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai ?idak Tetap;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.A2|2OL+
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2AL2 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sarolangun {Lembaran Daerah Tahun 2OL2 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor I ?ahun 2OL4 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sar<llangun
Tahun Anggaran 2015 (Iembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2Ol4 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PER"IALANAN
DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGA\IfAI NEGERI SIHL DAN PEGAWAI
TIDAK TE"TAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROI.ANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ilalarn Peratur&n Bupati ini, yang dirnak$ud dengan:

1. Bupati adalah Bupati $arolangun.
r). If,Ialril trQrrn*fi rrr{nl*h 1[Intril l4nrna*i Rsarnlan*rrr^r



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sarolangun.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

6. Pegawai Tidak ?etap adalah Pegawai yang diangkat oleh
Bupati Sarolangun untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan ftrgas pemerintahan dan pembangunan
yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai
dengan kebuhrhan dan kemampuan organisasi pada
Pemerintah l(abupaten Sarolangun dengan masa kerja
sekurang-kurangrrya 1 (satu) tahun.

7 - Perjalanan Dinas Datam Negeri adalah perjalanan ke luar
tempat kedudukan bagi perseorangan maupun secara
bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima)
kilometer dari batas kota yang dilakrrkan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas
perintah pejabat ya$g berwenang.

8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik
perseorangan maupun secara bersama dari tempat
bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri
untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang
berwenang.

4. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

5. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
bukti pengeluaran yang sah ( at cost ).

6. Perhifirngan rampung adalatr perhitungan biaya
perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil
berdasarkan ketenhran yang berlaku.

7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut
SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati, \lrakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipll,
Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan
Perjalanan Dinas.

8. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja
berada.

9. Tempat tr4iuan adalah tempat/kota yang menjadi tqiuan
perjalanan dinas.

10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalatr Perjalanan Dinas
yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Pemerintah l(abupaten Sarolangun
yang melaksanakan tugas dinas di kecamatan dalam
Kabupaten Sarolangun.

ll.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas
yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai
fidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas antar
Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi dan/atau ke luar
daerah Provinsi Jambi dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.
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tsAB II
PzuABATYANG BERWENANG

Pasal 2

Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan
Dinas adalah:

a. Bupati dan Wakit Bupati untuk Perjalanan Dinas yang
dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daeratr,
para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris
DPRDIlnspektur/Kepala BadanlKepala Dinas/Direktur
RSU/KepaIa l(antor di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sarolangun.

b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang
dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Kehra dan Anggota DPRD.

c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang
dilaksanakan oleh para Asisten dan Sekretaris
DPRD/Inspekhrr/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur
RSU/Kepata Kantor di tingkungan Pemerintah Itubupaten
Sarolangun.

d. Asisten untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh
Sekretaris DPRDllnspekturlKepala Badan/Kepala
Dinas/Direktur RSU/Kepala Kantor/Kepala Bagran Setda di
lingkrrngan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

s. Sekretaris DFRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala
Dinas/Direktur RSU/KepaIa Kantor untuk Perjalanart
Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai dilinglrungan SKPD
yang bersangkutan.

f. Camat untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh
Camat, Perangkat Kecarnatan, Kepala UP?D dan Kepala
UPTB atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan,
Perangkat Desa untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah
kerjanya. Untuk Camat, Perjalanan Dinas Keluar Daerah
Provinsi Jambi ditandatangani oleh Bupati Sarolangun.

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) unhrk Perjalanan
Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di linglmngan
UPTD / UPTB yang bersang[utan.

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD pada kolom
kepulangan/ kembali sebagai berilmt:

a. Bupati dan Wakil Bupati, untuk Perjalanan Dinas yang
telah dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

b. Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan Dinas yang telah
dilaksanal<an oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,
para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris
DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktirr
RSUlKepata Kantor.



d. Sekretaris DPRD, untuk perjalanan dinas yang telah
dilaksanakan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 'DPRD,

Sekretaris DPRD, para Kepala Bagran dan Staf di
lingkungan Sekretariat DPRD.

e. Sekretaris Badan/Dinas, untuk perjalanan dinas yang telah
dilaksanakan oleh para Kepala Bidang dan staf di
lingkungan SKPD yang bersangkutan.

f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor untuk
perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh para Kepala
Seksi dan staf di lingkungan SKPD yang bersangkutan.

g. Sekretaris Kecamatan unttrk Perjalanan Dinas yang telah
dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD dan
Kepala UPTB atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan,
Perangkat Desa di wilayah kerja yang bersangkutan.

h. Kepala Unit Pelaksana Telqris Dinas (UPTD) dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk Perjalanan
Dinas yang telah dilaksanakan oleh pegawai di ling!<ungan
UPTD/ UPTB yang bersanglmtan.

BAB TTI

BIAYA PERJAI,ANAN DINAS

Pasal 4

{1} Komponen Perjalanan Dinas terdiri dari:
a. uang harian;
b. uang representasi;
c. biaya penginapan;
d. biaya sewa kendaraan;
e. biaya taksi;
f. biaya tiket pesawat.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transportasi lokal; dan
c. uang saku.

(3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan
pejabat eselon II sel,ama melakukan Pedalanan Dinas.

(4) Biaya penginapan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
hurrrf c terdiri atas:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal pelaksana peqalanan dina.s tidak menggunakan
biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana perjalanan dinas dikrikan biaya penginapan

sebesar 30o/a (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota
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Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dapat diberikan kepada pejabat negara untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tr4juan.

Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar
minyak dan pajak.

Biaya Pedalanan Dinas diperuntukkan bagt 7 (tt4iuh)
golongan yaitu:

a., Golongan A

b. Golongan B
c. Golongan C
d. Golongan D
e. Golcngan E
f. Golongan F
g. Golongan G

Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan
DPRD
Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
Kepala Badan/ Dinas/ Eselon II
PNS Golongan IV /Eselon III
PNS Golongan III/Eselon [V
PNS Golongan II dan I
Pegawai Tidak Tetap /Ormas /I*mbaga
Non Pemerintah tralnnya.

{9) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:

a. Biaya Pedalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara
dan Antar Provinsi Dalam Negara Republik Indonesia,
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Provinsi
dan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi, Biaya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kecamatan
Dalam Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum
dalam L,ampiran Angka I Peraturan Bupati ini.

b. Klasilikasi wilayah untuk Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Antar Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka VII
Peraturan Bupati ini.

{1O} Penetapan Klasilikasi Wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) huruf b, didasarkan pada:

KRITERIA KONDISI JALAN JARAKTEMPUH
Berat Kurang Baik Jauh
Sedang Cuhlp Baik Cukup Dekat
Lancar Baik Dekat

(11) Untuk Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya disesuaikan dengan
jenis transportasi yang akan digunakan, jika
menggunakan transportasi udara, maka diberikan
bantuan transportasi Sarolangun-Jambi.

(12) Untuk Perjalanan ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya
bagr Golongan F dan Golongan G, dilakukan unhrk
keperluan mendesak dan atas persetujuan atasan



BAB IV
PERJAI,ANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri lagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Angka VI Peraturan Bupa.ti ini.

BAB V
TATA CARA PEI,AKSAI{IAA}I PER-]AI"ANA}I DINAS

(3)

Pasal 6

Kepada Pejabat yang berwenang memberikan perintah
Perjalanan Dinas harus mempertimbangkan aspek
efektivitas dan elisiensi pelaksanaan Perjalanan baik
lamanya waktu perjalanan maupun transportasi yang
digunakan.

Perjalanan Dinas yang dilalmkan dalam Provinsi Jambi
dan dalam Kabupaten Sarolangun maksimal 3 (tiga) hari,
kecuali mendapat persetujuan dari Pejabat yang
berwenang.

Tata cara penghitungan perjalanan dinas meliputi
jumlah hari untuk mencapai daerah tujuan, jumlah hari di
tempat tqiuan, dan jumlah hari untuk kembali ke tempat
kedudukan.

(4) Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh
penyelenggara hanya uang harian dan
bantuan transportasi.

(5) Untuk Kendaraan Dinas yang menggunakan bahan bakar
minyak menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan
Bahan Bakar Minyak.

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas yang dilakukan kurang dari 5 (lima)
kilometer dari tempat batas kota tempat kedudukan, tidak
dapat diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) Unhrk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (L), dapat menggunakan Surat Perintah Tugas
dari Pejabat yang berwenang.

{u

{21



BAts VT

PERTANGGUNSJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

(11 Pertanggungiawaban Biaya Perjalanan Dinas dengan
menyarnpaikan dokumen bukti-bukti pengeluaran berupa:

a. Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berurenang;
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat

tujuan pelaksanaan perjalanan dinas serta dasar
pelaksanaan perjalanan dinas seperti undangan dan
surat panggilan, kecuali untuk kegiatan koordinasi dan
konsultasi;

c. Tiket pesawat, boarding pa,ss, airprt fax, retribusi dan
bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Daftar pengeluaran riil;
e. Bulcti pembayaran yang sah unhrk sewa kendaraan

dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran
lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;

f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
g. Untuk kendaraan dinas yang menggunakan BBM harus

melampirkan bukti pembelian BBM dari SPBU;
h. Transportasi untuk perjalanan dinas ke dalam daerah

yang menggunakan kendaraan dinas dibayar sesuai
dengan bukti pembelian BBM dari SPBU.

(2) Dasar pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perintah lisan
dari atasan langsung.

(3) Menyampaikan laporan lisan dan tertulis kepada atasan
langsung tentang hasil perjalanan dinas.

(a) Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan dinas
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang
diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian,
atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya
dengan perjalanan dinas.

BEB\rItr
KETENTUAN LAIN*LAIN

Pasal 9

(1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang
melakr.rkan Perjalanan Dinas w4jib menjaga nanna baik
daerah.



(2) Perjalanan Dinas yang belum diatur dalam Peraturan
Bupati ini, dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan penrndang-undangan yang berlaku dan
rnendapat persetu$uan dari Bupati Sarolangun.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal LO

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Perattrran
Bupati Sarolangun Nomor 2O Tahun 2OL4 tentang Perjalanan
Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Isteri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sarolangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal L1

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar
setiap orang mulai mengetahuinya, memerintahkan
pengundarlgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di $arolangun .

Pada tanggal 2 AdnUOn 2015

SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARIS

di Sarol*g.rn.
A JanUArt 2015

DAERAH KABUPATEN SAROId,NGUN

THABRO ROZALI

Tt [,qEi D i Ti::i :,IT'i i{}1 T} H FIAR AN}t Yrr
ii,qB.qG HUKUTd $ETIiA

AI{.L{4[B NA,SRI. SH
Ntr. ts$71110 1$gr{}s,l 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 

'
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I,AMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NoMoR I raHuN2ols
TANGGAL ) JANUAA 2o1s
TENTANG STANDAR BIAYA PER.JALANAN DINAS BAGI BUPATI

DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP

I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESEMASI
I.1. KE IBUKOTA NEGARA DAN ANTAR PROVINSI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I.1.1. PROVINSI ACEH DAN KALIMANTAN TENGAH

NO GOLOI'IGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH

PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT
(u (2) (3) (4I t5) t6)

1 Golongan A Rp 360.000 Rp 250.0O0 Rp 610.000 Rp 110.000
2 Golongan B Rp 360.00O Rp 20O.0OO Rp 560.0O0 Rp 110.OOO

3 Golongan C Rp 36O.000 Rp 15O.OOO Rp 51O.OO0 Rp 11O.OOO

4 Golongan D Rp 360.000 Rp Rp 360.000 Rp 1L0.000
5 Golongan E Rp 360.000 Rp Rp 360.000 Rp 110.000
6 Golongan F Rp 360.000 Rp Rp 360,000 Rp 11O.OOO

7 Golongan G Rp 360.00O Rp Rp 360.000 Rp 110.000

I.1.2. PROVINSI SUMATERA UTARA, R[AU, KEPULAUAN RIAU, BAIiTEN, JAWA TENGAH,
SULAWESI UTARA, GORONTAIO DAN SULAWESI TENGAH

HO *olsHsAN UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH

PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT

t1I {2} {3} t4) {5} (6)

I Golongan A Rp 37O.OOO Rp 25O.OOO Rp 62S.S00 Rp I IO.OOO

2 Golongan B Rp 370.OO0 Rp 200.000 Rp 570.OOO Rp 1I"O.OO0

3 Golongan C Rp 37CI.OO0 Rp 15O.OO0 Rp 52O.OO0 Rp 110.0S0
4 Golongan I) Rp 37O.OOO Rp Rp 37O.OOO Rp 11O.00O

5 Golongan E Rp 370.000 Rp Rp 370.000 Rp 110.000
6 Golongan F Rp 370.000 Rp Rp 370.000 Rp 11O.OOO

7 Golongarr G Rp 370.OOO Rp Rp 37O.OOO Rp 11O,OOO

I.1".3. PROVINSI SUM^{TERA BARAT, SUMffTERA SEI.ffTAN, LAMPUNG, BENGKULU,
KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SEI,ATAN, SUI"AWESI TENGGARA DAN MALUKU

NO GOLONSAN
UANG

HARTAN

UANG

REPRE$ENTASI

JUMLAH
PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT
(u {21 (3I {4} {5} t6)
1 Golongan A Rp 38O.OOO Rp 25O.O0O Rp 630.000 Rp L 1O.OO0

2 Golongan B Rp 38O.OOO Rp zOO.OSCI Rp 58O.OOO Rp 11O.0OO

3 Golongan C Rp 380.000 Rp 150.OO0 "Rp 53O.O0O Rp 1I O.0OO

4 Golongan D Rp 38S.OOO Rp Rp 38O.OOO Rp l LO"OOO

5 Golongan E Rp 380.000 Rp Rp 380.000 Rp 110.000
6 Golonga:r F Rp 38O.OOO Rp Rp 380"000 Rp 11O.OO0

7 Golongan G Rp S80.S0O Rp Rp 38O.OOff Rp ll.ff"fiO0



I.1.4. PROVINSI BANGKA BELI?UNG, JAWA TIMUR DAN SUI,AWESI BARAT

NO GOLONGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH

PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT
(1) lzt (3) (41 (s) (6)

1 Golongan A Rp 4 LO.OOO Rp 25O.OO0 Rp 660.000 Rp 12O.OOO

2 Golongarl B Rp 41O.OOO Rp 2OO.OOO Rp 610.000 Rp 12O.OOO

3 Golongan C Rp 410.000 Rp 150.000 Rp 560.000 Rp 12O.O00

4 Golongan D Rp 410.000 Rp Rp 410.000 Rp 120.000
5 Golongan E Rp 410.000 Rp Rp 410.OOO Rp 12O.0OO

6 Golongan F Rp 410.000 Rp Rp 41O.0OO Rp 120.000
7 Golongan G Rp 41O.OOO Rp Rp 41O.OOO Rp 12O.OOO

I.1.5. PROVINSI DI. YOGYAKARTA

NO GOLONGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH
PER HARI

UANG HARTAN

DIKLAT
(1) (21 (3) (4) (s) (6)

I Golongan A Rp 42O.OOO Rp 25O.0O0 Rp 670.000 Rp 13O.OOO

2 Golongan B Rp 42A.OOO Rp 2O0.0OO Rp 620.000 Rp 130.000
3 Golongan C Rp 420.000 Rp 150.000 Rp 570.000 Rp 13O.OOO

4 Golongan D Rp 42O.OO0 Rp Rp 420.000 Rp 13O.OO0

5 Golongan E Rp 42O.OOO Rp Rp 42O.O0O Rp 13O.OOO

6 Golongan F Rp 42O.OOO Rp Rp 42O.OOO Rp 13O.OOO

7 Golongan G Rp 420.OOO Rp Rp 42O.OOO Rp L30.000

I.]..6. PROVINSI JAWA BARAT, NUSA TENGGARA fiMUR, KALIMANTAN ?IMUR,
KALIMANTAN UTARA, SUI.AWESI SEI,ATAN DAN MALUKU UTARA

NO GOLONGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH
PER HARI

UANG HARIAN
DIKLAT

(1) (21 (3) (4) (s) (6)

1 Golongan A Rp 43O.OOO Rp 25O.OOO Rp 680.000 Rp 13O.OOO

2 Golongan B Rp 430.000 Rp 2OO.OOO Rp 630.000 Rp 13O.0OO

3 Golongan C Rp 430.000 Rp 150.000 Rp 580.000 Rp 130.000
+ Golongan D Rp 43O.OOO Rp Rp 43O.0OO Rp 130.OOO

5 Golongan E Rp 430.000 Rp Rp 430.000 Rp L30.OO0

6 Golongan F Rp 43O.OOO Rp Rp 43O.OOO Rp 13O.OOO

7 Golongan G Rp 43O.OOO Rp Rp 43O.OOO Rp l3CI.OOO

I. 1 "7. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO GOLONGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH
PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT
(1) (21 (3) t4) (s) (6)

1 Golongan A Rp 44O.0OO Rp 25O.OOO Rp 690.000 Rp 13O.OOO

2 Golongan B Rp 440.000 Rp 2OO.OO0 Rp 640.000 Rp 13O.0OO

3 Golongan C Rp 440.000 Rp 1"50.000 Rp 590.000 Rp 130.000
4 Golongan D Rp 440.000 Rp Rp 440.000 Rp 130.000
5 Golongan E Rp 44O.OOO Rp Rp 44O.OOO Rp 13O.O0O

6 Golongan F Rp 440.OOO Rp Rp 440.000 Rp 130.000
7 Golongan G Rp 44O.O00 Rp Rp 44O.O0O Rp 13O.OOO



I.1.8. PROVINSI BALI DAN PAPUA BARAT

NO GOLONGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH

PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT
(1) (2) (3) (4) (5) t6)

1 Golongan A Rp 480.000 Rp 250.000 Rp 73O.OO0 Rp 14O.OOO

2 Golongan B Rp 48O.OOO Rp 2OO.OOO Rp 680.000 Rp 14O.OOO

3 Golongan C Rp 480.000 Rp 150.000 Rp 630.000 Rp 140.000

4 Golongan D Rp 480.000 Rp Rp 480.000 Rp 14O.0OO

5 Golongan E Rp 480.OOO Rp Rp 48O.OOO Rp 14O.O0O

6 Golongan F Rp 480.000 Rp Rp 480.000 Rp 140.OOO

7 Golongan G Rp 480.000 Rp Rp 480.000 Rp 14O.0O0

I.1.9. PROVINSI DKI JAKAMA

NO GOLONGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH
PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT
(u (2t (3) (4) (s) (6)

1 Golongan A Rp 530.000 Rp 250.OOO Rp 78O.OOO Rp 160.000
2 Golongan B Rp 53O.0OO Rp 20O.OOO Rp 73O.OO0 Rp 160.000
3 Golongan C Rp 530.000 Rp 15O.OOO Rp 680.000 Rp 160.000
4 Golongan D Rp 530.000 Rp Rp 530.000 Rp 160.000

5 Golongan E Rp 53O.0OO Rp Rp 53O.OOO Rp 160.000
6 Galongan F Rp 53O.OOO Rp Rp 530.OOO Rp 160.000
7 Golongan G Rp 53O.OOO Rp Rp 53O.OOO Rp 160.000

I.1.10 PROVINSI PAPUA

NO GOLONGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMI,AH

PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT
(U f,zl (3) (4) (5) (6)

1 Golongan A Rp 580.000 Rp 25O.00O Rp 83O.O0O Rp 17O.OOO

2 Golongan B Rp 58O.OOO Rp 2OO.OOO Rp 78O.OOO Rp 17O.O0O

3 Golongan C Rp 580.OOO Rp 1"5O.0OO Rp 730.000 Rp 17O.OOO

4 Golongan D Rp 580.000 Rp Rp 580.000 Rp 170.OOO

5 Golongan E Rp 580.OOO Rp Rp 580.000 Rp L7O.000

6 Golongan F Rp 580.000 Rp Rp 58O.OO0 Rp 170.OO0

7 Golongan G Rp 58O.0OO Rp Rp 58O.0OO Rp 170.000

I.2. KE IBUKOTA PROVINSI DAN ANTAR KABUPATEN/KOIA DAI,AM PROVINSI JAMBI

NO GOLONGAN
UANG

HARIAN

UANG

REPRESENTASI

JUMLAH

PER HARI

UANG HARIAN

DIKLAT

t1) (21 (3) (4) (s) t6)
1 Golongan A Rp 37A.O00 Rp 125.000 Rp 495.000 Rp 11O.OOO

2 Golongan B Rp 37O.OOO Rp 10O.O0O Rp 470.OOO Rp 11O.OOO

3 Golongan C Rp 37O.OOO Rp 75.000 Rp 445.000 Rp 110.000
4 Golongan D Rp 370.000 Rp Rp 370.000 Rp 110.000
5 Golongan E Rp 370.000 Rp Rp 37O.OOO Rp 1L0.000
6 Golongan F Rp 370.000 Rp Rp 370.000 Rp 11O.OOO

7 Golongan G Rp 370.000 Rp Rp 37O.O0O Rp 11O.0OO



I,3. ANTAR KECAh{ATAN DALAhd KABUPATEN SAROLANGUN

NO GOIONGAN
BERAT SEDANG TANCAR

UANG HARIAN UANG HARIAN UANG HARIAN
(u tzt (3) (4) (5)

1 Golongan A Rp 15O.0OO Rp 14O.0OO Rp 13O.OOO

2 Golongan B Rp 1SO.OOO Rp 14O.OOO Rp 13O.OOO

3 Golongan C Rp 150.000 Rp 140.000 Rp 13O.OO0

4 Golongan D Rp 150.000 Rp 140.000 Rp 130.000
5 Golongan E Rp 15O.OOO Rp 140.000 Rp 13O.O0O

6 Golongan F Rp 150.000 Rp 1.40.O0O Rp 130.OOO

7 Golongan G Rp 15O.0OO Rp 140.000 Rp 130.000

Penjelasan:
- Satuan biaya. uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan pengantian biaya

keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dafam negeri.
- Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat

eslon II yangmel,aksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- Uang harian diklat diberikan kepada yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang diselengaralcan di dalam kota yang melebihi 8 {delapan)
jr* atau diselenggarakan di luar kota.



II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PEzuALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO PROVINSI SATUAN

TARIF HOTEL

PzuABAT

NEGARA/

PzuABAT

ESELON I

PnJABAT

NEGARA

LAINI\TYAI

P&JABAT

ESELON II

PA-IABAT

ESELON III/
GOLONGAN

ry

PEJABAT

ESELON rv/
GOLONGAN

m

GOLONGAN

r/r

(1) tzt (3) (41 (s) (6) (7) (8)

1. ACEH OH Rp 4.420.000 Rp L.3O8.OOO Rp 1.O8O,OOO Rp 410.000 Rp 370.000

2. SUMATERA UTARA OH Rp 4.960.000 Rp 1.214.000 Rp 703.OOO Rp 505.OOO Rp 310.000

3. RTAU OH Rp 3.817.000 Rp 1. 168.000 Rp 868.000 Rp 45o.O0O Rp 380.000

4. KEPUI,AUAN RI.AU OH Rp 4.275.O0O Rp 1.285.0OO Rp 650.000 Rp 5o2.OOO Rp 28O.Oo0

5. JAMBI OH Rp 4.OO0.O0O Rp 1.176.000 Rp 697.000 Rp 382.00O Rp 290.000

6. SUT\{ATERA BARAT OH Rp 4.240.000 Rp 1. 155.000 Rp 884.000 Rp 477.AAO Rp 370.000

7. SUMATERA SELATAN OH Rp 4.680.000 Rp 1.228.000 Rp 605.000 Rp 514.OOO Rp 31O.Ooo

8. I,AMPUNG OH Rp 3.960.000 Rp 1.299.000 Rp 790.000 Rp 374.000 Rp 356.000

9. BENGKULU OH Rp 1.3OO.OOO Rp 79O.OOO Rp 7 tz.Aoo Rp 599.000 Rp 510,000

10. BANGKA BELITUNG OH Rp 3.335.ooo Rp 1.310,o0o Rp 85O.0OO Rp 533.000 Rp 3O4.OOO

11 BANTEN OH Rp 3.808.000 Rp 1.430.000 Rp 1.024.000 Rp 797.AOO Rp 400.000

L2, JAWA BARAT OH Rp 3.664.000 Rp 1.753.000 Rp 949.000 Rp 515.000 Rp 463.000

13. DKI JAI{ARTA OH Rp 8.720.OOO Rp 1.086.000 Rp sOO.oOO Rp 61O.OOO Rp 4OO.OOo

L4. JAVfA TENGAH OH Rp 4.146.000 Rp 1.478.000 Rp 1.024.000 Rp 497.AAO Rp 350.000

15. DI YOGYAKAR:TA OH Rp 4.620.000 Rp 1.334.000 Rp 747.AAA Rp 629.00o Rp 46t.OO0

16. JAWA TIMUR OH Rp 4.4O0.OO0 Rp 1.359.000 Rp 841.000 Rp 499.OOO Rp 329.0Oo

L7. BALI OH Rp 4.881.000 Rp 1.81O.O00 Rp 1.304.O0O Rp 904.OoO Rp 658.000

18. NUSA TENGGARA BAIL{T OH Rp 3.429.000 Rp 2.738.000 Rp 737.000 Rp 54o.0o0 Rp 360.oO0

19, NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 3.OOO.00O Rp 1.OOO.ooO Rp 700.000 Rp 662.AA0 Rp 4oQ.OOO

20. I{ALI}T{ANTAN BARAT OH Rp 2.4OO.O0O Rp 1.130.000 Rp 866.000 Rp 43O.0OO Rp 361.0OO

2l KALIMANTAN TENGAH OH Rp 3.00o.oOO Rp 1.596.000 Rp 923.000 Rp 558.000 Rp 436.000

22. KAUMANTAN SEI,ATAN OH Rp 4.250.0OO Rp 1.679.000 Rp 816.000 Rp SOO.OOO Rp 379.o0O

23. I{ALIMANTAN TIMUR OH Rp 4.OOO.OOO Rp 3.021.O00 Rp 1.596.000 Rp 55O.0oO Rp 45o.OOo

24. KALIMANTAN UTARA OH Rp 4.000.000 Rp 3.021.0O0 Rp 1.596.000 Rp 55O.000 Rp 45O.O0O

25. SUI,AWESI UTARA OH Rp 3.2OO.0O0 Rp 1.553.000 Rp 640.000 Rp 549.000 Rp 342.000

26. GORONTALO OH Rp 1-32O.OOO Rp 1. 134.OOO Rp 910.000 Rp 423.OOo Rp 24O.OOO

27. SULAWESI BARAT OH Rp 1".260.000 Rp 1.O3O.O0O Rp 91O.OO0 Rp 425.OOO Rp 360.000

28. SUI.ATTIESI SEI-ATAN OH Rp 4.82O.OO0 Rp 1.912.OOO Rp 968.000 Rp 539.OOo Rp 378.ooo

29. SUI,AWESI TENGAH OH Rp 2.030.000 Rp 1.298.000 Rp 894.000 Rp 493.0O0 Rp 389.000

30. SUI,AUTESI TENGGARA OH Rp 1.850.000 Rp 1.070.000 Rp 802.000 Rp 488.000 Rp 420.000

31. MALUKU OH Rp 3.OOO.O0O Rp 1.030.000 Rp 680.000 Rp 545.000 Rp 414.O0O

32. MALUKU UTARA OH Rp 3.1 1o.O0O Rp 1.512.000 Rp 600.000 Rp 478.OOO Rp 38O.OOO

33. PAPUA OH Rp 2.B5O.OOO Rp 1.668.000 Rp 754.OOO Rp 460.000 Rp 414.OOO

34. PAPUA BARAT OH Rp 2.750.000 Rp 1.482.000 Rp 976.000 Rp 798.0Oo Rp 370.000

Pe4jelasan:
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam
pelaksanaannya, mekanisme pertanggungiawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran
yang sah ( at oosf ).



E. SATUAN BI.AYA SEWA KENDARAAN PER"TALANAN DINAS DAI.AM NEGERI

NO PROVINSI SATUAN RODA 4

1(u (21 {3} {4)

1 ACEH Per Hari Rp 766.000

2. SUMATERA UTARA Per Hari Rp 7O2.OOO

3. RTAU Per Hari Rp 788.oOO

4. KEPUI,AUAN RI.AU Per Hari Rp 820.000
I

b. JAMBI Per Hari Rp 702.OOO
I

16. SUMATERA BARAT Per Hari Rp 69L.OOO

7_ SUMATERA SEI,trTAN Per Hari Rp 691.000

]s. I,AMPUNG Per Hari Rp 691.000

9. BENGKULU Per Hari Rp 702.000

10. BANGKA BELITLING Per Hari Rp 766.000

11 BANTEN Per Hari Rp 691.000

L2. JA1VA BARAT Per Hari Rp 7O2.O0O
I

13. DKI JAKARTA Per Hari Rp 7O2.OOO

L4. JAWA TENGAH Per Hari Rp 69L.000

I ts. DI YOGYAKARTA Per Hari Rp 7O2.OOO

16. JAWA TIMUR Per Hari Rp 691.000

17. BALI Per Hari Rp 788.000

r.8. NUSA TENGGARA BARAT Per Hari Rp 788.000

19. NUSA TENGGARA TIMUR Per Hari Rp 799.0oo

,24. KALIMANTAN BARAT Per Hari Rp 777.OOA

t, 2L KALIMANTAN TENGAH Per Hari Rp 820.000

22. KALIMANTAN SELATAN Per Hari Rp 702.OO0

23. KAI.IMANTAN TIMUR Per Hari Rp 8O9.OOO

24. KALIMANTAN UTARA Per Hari Rp 809.000

25. SUI"AWESI UTARA Per Hari Rp 799.OOO

26. GORONTALO Per Hari Rp 734.OOO

27. SUI,AWESI BAITAT Per Hari Rp 7O2.0OO

t 2g. SULAWESI SELATAN Per Hari Rp 69L.OO0

29. SUI.AITESI TENGAH Per Hari Rp 766.000

30. SUI,AWESI TENGGARA Per Hari Rp 766.000

r 3I. MALUI{U Per Hari Rp 8B5.OO0

32. MALUKU UTARA Per Hari Rp 896.000

33. PAPUA Per Hari Rp 1.O25.OOO

34. PAPUA BARAT Per Hari Rp 97L0o0

Fenjelasan:
- Satuan biaya sewa kendaraan pedatanan dinas dalam negeri merupakan satuan braya

yang digunakan untuk perencan€ran kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 yang
diperuntuklran bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri
di tempat tujuan yang sifatnya insidentil (tidak bersiliat terus menerus). Satuan biaya
sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Dalam pelaksanaannya,

I mekanisme pertanggungiawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah
{d@stl.



]M. SATUAN BIAYA TAKSI PER^'ALANAN DINAS DALAM NEGERI

F'enjelasan:

- Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi
dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan

menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminat/stasiun kedatangan
dan sebaliknya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawahn disesuaikan
dengan bukti pengeluaran yang sah ( af cosf ).

NO PROVINSI SATUAN BIAYA TA. 2015

{U (21 (3) {4t

1. ACEH Orang / KaIi Rp 123.000
2. SUMATERA UTARA Orang I Kali Rp 232.000
3. MAU Orang / Kali Rp 70.000
4. KEPULAUAN RIAU Orang / Kali Rp 1O5.0OO

5. JAMBI Arang / Kali Rp 128.000
6. SUMATERA BARAT Orang / KaIi Rp Lgz.OOO

7. SUMATERA SELATAN Orang / KaIi Rp L24.000
8. LAIVIPUNG Orang / Kali Rp 148.OOO

9. BENGKULU Orang / Kali Rp 92.000

10. BANGKA BELITUNG Orang / Kali Rp 86.000
L 1. BANTEN Orang / Kali Rp 32O.O0O

L2. JAWA BARAT Orang / Kati Rp 118.OOO

13. DKI JAI(ARTA Orang / Kali Rp 17O.OOO

L4, JAWATENGAH Orang / Kali Rp 5O.O0O

15. DI YOGYAKARTA Orang / Kali Rp l4L.0O0

16. JAWATIMUR Orang / Kali Rp 148.000

t7. BALI Orang / Kali Rp L60.000
19. NUSATENGGARA BARAT Orang / Kali Rp 218.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR Orang / Kali Rp 81.0OO

20. KALIMANTAN BARAT Orang / KaIi Rp 145.OOO

2L. KALIMANTAN TENGAH Orang / Kali Rp 94.000

,22. KALIMANTAN SELATAN Orang I Kali Rp L4L.OOO

23. I(ALIMANTAN TIMUR Orang / Kali Rp 4O1.OOO

24. KALIMANTAN UTARA Orang I Kali Rp 353.OOO

25. SULA\MESI UTARA Orang / Kali Rp 31O.OO0

26. GORONTALO Orang / Kali Rp 134.OOO

27. SULAWESI BARAT Orang / Kali Rp 2L7.OO0

28. SUI,AWESI SELATAN Orang / Kali Rp 12B.OOO

29. SULAWESI TENGAH Orang / Kali Rp 151.OOO

30. SULA\]TESI TENGGARA Orang / Kali Rp 332.000
31. MALUKU Orang / Kali Rp 34O.OOO

32. MALUKU UTARA Orang / Kali Rp 4O3.OOO

33. PAPUA Orang / Kali Rp 354.OOO

34. PAPUA BARAT Orang I Kali Rp 130.000
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'v. SATUAN BIAYATIKET PESAWAT PER"IAI,ANAN DINAS DAI,AM NEGERI (PP}

Penjelasan:

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas datam negeri adalah satuan biaya untuk
pembelian tiket udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke
bandara kota tqiuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran,
satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai
pengeluaran).

NO TUJUAN
SATUAN BIAYA TIKE"T

BISNIS EKONOMI
(u (31 (4) t5)
1. JAKARTA Rp 4.065.000 Rp 2.460.000
2. BA}IDUNG Rp 5.006.000 Rp 2.941.000

3. BALIKPAPAN Rp 7.733.000 Rp 4.4O7.O00

4. BANJARMASIN Rp 7.690.000 Rp 4.L93.0O0

5. DENPASAR Rp 7.733.000 Rp 4.439.000
6. YOGYAKARTA Rp 6.653.000 Rp 3.551.OO0

7. KUPA}IG Rp 11.434.000 Rp 6.075.000
8. MAKASSAR Rp 9.659.000 Rp 4.952.000
9. I\{ALANG Rp 7 .491.000 Rp 3.925.000
10. MANADO Rp L2.7A7.000 Rp 6.A97.000
11. PALANGKARAYA Rp 7.444.000 Rp 4.L93.000

, L2. PONTIANAK Rp 6.878.000 Rp 4.O11.OOO

13. SEMARANG Rp 6.+28.000 Rp 3.476.000
t4. SOLO Rp 6.428.000 Rp 3.615.000
15. SURABAYA Rp 7.883.000 Rp 3.915.000
16. BATAM Rp 4.065.000 Rp 2.460"000
77. MEDAN viaBATAM Rp 1,4.258.OOO Rp 7.776.000
18. AMBON via JAKARTA Rp t7.350.00O Rp 9.541.000
19. BANDA ACEH via JAKARTA Rp 1 1.584.000 Rp 6.952.000
20. BANDAR LAMPUNG via JAKARTA Rp 6.472.000 Rp 4.O43.0OO

2L. BATAM via JAKARTA Rp 8.932.000 Rp 5.348.000
22. BENGKULU viA JAKARTA Rp 8.429.OOO Rp 5.O81.OOO

23, BIAK via JAKARTA Rp 18. 130.000 Rp 9.979.000
24. GORONTALO via JAKARTA Rp 11.296.000 Rp 7.284.000
25. JAYAPURAviA JAKARTA Rp 18.633.000 Rp 10.653.000
26. KENDARI via JAKARTA Rp 1 1.723.000 Rp 6.642.000
27. MAMUJU via JAKARTA Rp 11.360.000 Rp 7.327.O0O

28. MANOKWARI via JAIa{RTA Rp 20.291.000 Rp 13.284.000
29. MATARAM viA JAKARTA Rp 9.381.000 Rp 5.690.000
30. MEDAN Via JAKARTA Rp 1 1.317.O0O Rp 6.268.000
31. PADANG viA JAKARTA Rp 9.595.000 Rp 5.4 L2.OO0

32. PALEMBANG ViaJAKARTA Rp 7.926.000 Rp 4.728.OOO

33. PALU via JAKARTA Rp 13.413.000 Rp 7.573.000
34. PANGKAL PINANG via JAKARTA Rp 7.477.000 Rp 4.599.000
35. PEKANtsARU viA JAKARTA Rp 9.648.000 Rp 5.476.000
36. TERNATE viaJAKARTA Rp 14,066.000 Rp 9.124.000
37. TIMIKA Via JAKARTA Rp 17.895.000 Rp I "947 "OOO



fi. SATUAN BIAYA UANG HARI,AN PER.JALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO NEGARA SATUAN
GOLONGAN

GOL. A GOL. B GOL. C GOL. D
(U (2) (3) t4) (5) {6} (71

AMERIKA UTARA

1. Amerika Serikat OH $ 527 $ 473 $ 4LT $ 343
2. Kanada OH $ 447 $ 4o4 $ s68 $ 3oT

AMERIKA SELATAN

3. Argentina OH $ ses $ 277 $ 242 $ 241

4. Venezuela OH $ 464 $ sza $ 287 $ 286
5. Blrazil OH $ 43G $ 341 $ zeu $ 24t
6. Chile OH $ 415 $ 316 $ 27o $ 222

7. Columbia OH $ 386 $ 281 $ 24o $ 221
8. Peru OH $ 383 $ 277 $ 237 $ 221
9. SurinafiIe OH $ seg $ zql $ 252 $ 2oT

10. Ekuador OH $ 38s $ 273 $ 242 $ z4t

AMERIKATENGAH
11. Mexico OH $ 42e $ 318 $ 282 $ 28L

12. Kuba OH $ 4oo $ 3o5 $ 261 $ zzl
L3. Panama OH $ 4r4 $ BaT $ 272 $ 271

EROPA BARAT

L4. Austria OH $ 504 $ 4s3 $ 318 $ 3L7

15. Belgia OH $ 466 $ 41e $ 2Bz $ 281

I"6. Perancis OH $ s12 $ 464 $ s82 $ 381

L7. Rep. Federasi Jerman OH $ 443 $ 4Lr $ 282 $ 281
[8. Belanda OH $ 463 $ 416 $ 272 $ 271
[9. Srnriss OH $ 509 $ 456 $ 322 $ 32L

EROPA UTARA

lla. Denmark OH $ 472 $ 427 $ 275 $ 241
2L. Finlandia OH $ 453 $ 409 $ 354 $ 313
1.2. Norwegia OH $ s17 $ 465 $ 288 $ zso
:t3. Sviredia OH $ +66 $ 436 $ 3+z $ 341

124. Kerqiaan Inggris OH $ s87 $ s34 $ 432 $ 431

EROPA SELATAN

2,5. Bosnia Herzegovina OH $ 456 $ 42a $ 334 $ 833
2,6. Kroasia OH $ 483 $ 444 $ 3s3 $ 352

,/7. Spanyol OH $ 457 $ 4Ls $ 287 $ 286
2|8. Yunani OH $ 422 $ 37e $ 242 $ 241
29" Italia OH $ s2o $ 472 $ 372 $ 371

3iO. Portugal OH $ 4zs $ 382 $ 242 $ 241
3;1. Serbia OH $ 4o1 $ 361 $ 313 $ 277

EROPA TIMUR
32. Bulgaria OH $ 406 $ 367 $ 32o $ 2s4



AFRIKA BARAT

40. Nigeria OH S sol $ s13 $ zez $ aet
41. Senegal OH $ 334 $ zro $ zod $ zo1

AFRIKA TIMUR
42. Ethiopia OH $ 31s $ zsz $ LeZ $ 167

43. Kenya OH $ 334 $ 216 $ 2a6 $ 1e6

44. IVladagaskar OH $ zeo $ 244 S 182 $ 181

45. Tanzania OH $ ago $ zTz $ zog $ 1s2

46. Zimbabwe OH $ zss $ 244 $ 216 $ zls
47. Mozambique OH $ 31e $ 26s S zLZ $ zlr

AFRIKA SEI,A?AN

48. Namibia OH $ 3oo $ 247 $ 18s $ 161

49. Afrika Selatan OH $ 304 $ 2s1 S zo2 $ zo1

AFRIKA UTARA

50, Aljaaair OH S 342 $ 308 $ 287 $ EsG

51. Mesir OH $ 368 $ 273 $ ztu $ leo
52. Maroko OH $ 3o4 $ 2s1 $ LeZ $ lel
53. Tunisia OH $ zes $ 241, S 187 $ 186

54. Sudan OH $ 342 $ 282 $ 2to $ 184

55. Libya OH $ BoB $ 254 S lse $ 165

ASIA BARAT

56. Arerbaijan OH $ 4eB $ 4se $ 3os $ 364
57. Bahrain OH $ 4os $ zgo $ zzz $ zog
59. Irak OH $ Bey $ t83 $ zza $ zol
59. Yordania OH $ sos $ 254 $ Lez S 1e6

60. Kuwait OH $ 4oo $ 288 $ zsy $ 2s6
61. Libanon OH S BSz $ 267 $ 207 $ 186
62. Qatar OH $ 386 $ 276 $ zll $ 196

63. Arah Suriatr OH $ BsB $ zsz $ 2oo $ leo
64. Turki OH $ 365 $ 27o $ 210 $ 188

65. Pet. Arab Emirat OH $ 4se $ 323 $ 302 S 3o1
66. Yaman OH $ 353 $ 241 $ 1e7 $ 1e6
67. Saudi Arabia OH $ Sel $ 27o $ als $ zol
68" Kesultanan Oman OH $ 3se $ 2s4 $ LsT $ lgs

ASIATIMUR
69. Rep. Ra}ryat Cina OH $ 37s $ ?88 $ zaz S 2a6
70. Hongokong OH $ 472 $ 3zo $ zsz $ zgc
7L. Jepang OH $ 51e $ 303 $ 262 $ z6L
72. Korea Selatan OH $ 421 $ zzo $ zea $ 2e6
73, Korea Utara OH $ Bes $ zsg $ 2oT $ 206

ASIA SELATAN

74. Af[anistan OH $ sgs $ 226 $ 173 $ Lrz
75. Bangladesh OH $ Bae $ 1e6 $ L6r $ 165



81. Kazal<hstan OH $ 4s6 $ 4za $ a34 $g3B
ASIA TENGGARA

82" Philipina OH $ 4r2 $ zrs $ z2z
.--r-t ll$ zz4

$ zzl
--_-a--r 

I rl$ zzL
83. Singapura OH $ 242 $ zso
84. Malaysia OH $ sal $ 2s3 $ zLz $ zLL85. Thailand OH $ sez $ zrs $ zll $ zal86. Myanmar OH $ 368 $ zso $ tez re637. I"aos OH $ BBo $ 262 $ zaa $ re6
39. Vietnam OH $ BB3 $ z6s $ zo4 $ 1e6
39" Brunei Darussalam OH $ sr4 $ 2s6 $ LeT $ re6
)o. Kamboja OH $ 2e6 $ zzs $ LqT $ 1e6)L. Timor Leste OH $ aez $ ss4 $ 2ze $ 1e6

ASIA PASIFIK
|2. Australia OH $ 43e $ 4as $ zrz $ zrL

93. Selandia Baru OH $ sez $ 246 $ zzz $ zzl
94. Kaledorria Barzr OH $ 4zs $ sBZ $ 2T6 $ zz4
95. Papua Nugini OH $ 38s $ 3s3 $ zsT $ rez
916. I.l , 1,,

ehiela
Ili:
ls8.fr

OH $ 363 $ aze $ zzr $ LTe

tm,gU,_r" 
"ry 

r rr, .rx ri ru,* ffi

satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan
sehari'hari dalam meqjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeriyang dapat
digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.
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iBatin Pengembang

iSimpang Narso
rPulau Salak Baru
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t

iPekan Gedang
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IKasiro
Tambak Ratu

Kasiro llir
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iRantau Panjang

Muara Air Dua
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Muara Cuban

Batu Empang
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Sungai Baung
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. KI.ASIFIKASI WII,AYAH UNTUK PERJALTNAN DINAS DAI.AM KABUPATEN SAROI,ANGUN
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Bemai
Sungai Abang
Tinting
Sarolangun Kembang
Dusun Sarolangun
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Gunung Kembang
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